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ABSTRAK 

Penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, 

mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi 

pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan 

kembali. Upaya Penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum represif dan 

preventif, penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh 

penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dan penegakan hukum preventif 

yaitu pemberian informasi, petunjuk dan pengawasan. Berkaitan dengan 

penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak 

sesuai dengan keamanan pangan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PM 

Pdg) dirasa kurang tepat apabila dalam penegakan hanya fokus kepada penegakan 

hukum represif saja. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah 

penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB 

yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang. 2) Bagaimanakah 

koordinasi antara instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan 

konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan 

pangan di Kota Padang. 3) Apakah yang menjadi kendala dan bagaimanakah 

upaya mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum dalam 

perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan 

keamanan pangan di Kota Padang. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini 

adalah: 1) Penegakan hukun dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate 

KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan di Kota Padang dilakukan dengan 

penegakan hukum represif, penegakan hukum represif telah berjalan dengan baik 

namun penegekan hukum preventif belum berjalan sebagaimana yang seharusnya. 

2) Koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan 

konsumen terhadap penjual KMSB sate yang tidak sesuai dengan keamanan 

pangan di Kota Padang ini belum berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan 

yang diharapkan. 3) Kendala dalam penegakan hukum dalam perlindungan 

konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan 

pangan di Kota Padang yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya 

kesadaran masyarakat, kurang jalannya koordinasi instansi terkait, kurang 

memadai sarana dan prasarana. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan 

hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak 

halal di Kota Padang yaitu melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku 

usaha dan konsumen, melakukan pendataan usaha terhadap pelaku usaha.  

Kata Kunci : Penegakan Hukum - Perlindungan Konsumen – Keamanan 

Pangan 
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 ABSTRACT 

 

 Law enforcement is an effort to implement the law as it should, supervise its 

implementation so that there is no violation and if there is a violation, restore the 

law that has been violated so that it can be enforced again. Law enforcement 

efforts consist of repressive and preventive law enforcement, repressive law 

enforcement, namely all actions taken by law enforcement after a crime has 

occurred and preventive law enforcement, namely providing information, 

instructions and supervision. In relation to law enforcement in consumer 

protection for food that is not in accordance with food safety (Study Decision 

Number 429/Pid.Sus/2019/PM Pdg) it is deemed inappropriate if the enforcement 

only focuses on repressive law enforcement. The problems are: 1) How is law 

enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in 

accordance with food safety? in Padang city. 2) How is the coordination between 

relevant agencies in law enforcement in consumer protection against KMSB satay 

sellers who are not in accordance with food safety in Indonesia? Padang city. 3) 

What are the obstacles and how are efforts to overcome the obstacles in carrying 

out law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are 

not in accordance with food safety in Indonesia? Padang city. The type of 

research used in this research is empirical juridical. The conclusions that the 

authors get from the results of this study are: 1) Law enforcement in consumer 

protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with security in 

the city of Padang is carried out by repressive law enforcement, repressive law 

enforcement has been going well but preventive law enforcement has not run as 

expected should. 2) Coordination between relevant agencies in law enforcement 

in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance 

with food safety in the city of Padang has not gone well or has not been as 

expected. 3) Obstacles in law enforcement in consumer protection against KMSB 

satay sellers who are not in accordance with food safety in Padang City are 

limited human resources, lack of public awareness, lack of coordination of related 

agencies, inadequate facilities and infrastructure. Efforts to overcome obstacles 

in law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are 

not halal in Padang City are conducting socialization and supervision to business 

actors and consumers, conducting business data collection on business actors. 

 

Keywords: Law Enforcement - Consumer Protection - Food Safety 
 

 


